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Abstract. This study analyzes the exemption clauses in trading robot agreements within the Indonesian consumer
protection legal system. This research is a normative legal study using regulatory, conceptual, and
analytical approaches. The study examines the regulation of automated trading services and their balance
with consumer protection law, particularly clauses limiting business actors' liability. The results indicate
that sectoral regulations may permit exemption clauses as long as they comply with the principle of
transparency. However, such clauses have the potential to conflict with consumer protection principles if
they unilaterally shift responsibility to consumers. In situations of conflicting norms, the validity of a clause
must be determined based on the hierarchy of laws and regulations through the principle of lex superior
derogat legi inferiori. Therefore, clauses that conflict with the law can be declared null and void. This study
confirms the normative position of exemption clauses in digital investment contracts..
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Abstrak. Penelitian ini menganalisis klausula pembebasan tanggung jawab dalam perjanjian robot trading dalam
sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Kajian dilakukan terhadap pengaturan
layanan perdagangan otomatis serta kesesuaiannya dengan hukum perlindungan konsumen, khususnya
klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi
sektoral dapat mengizinkan klausula pembatasan tanggung jawab sepanjang memenuhi prinsip
transparansi, namun klausula tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen
apabila secara sepihak mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Dalam kondisi konflik norma,
validitas klausula harus ditentukan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan melalui asas lex
superior derogat legi inferiori. Oleh karena itu, klausula yang bertentangan dengan undang-undang dapat
dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini menegaskan kedudukan normatif klausula pembatasan
tanggung jawab dalam kontrak investasi digital.

Kata Kunci- Klausula Eksonerasi, Robot Trading, Perlindungan Konsumen

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) dalam beberapa tahun terakhir telah
mendorong transformasi signifikan dalam praktik investasi di Indonesia, khususnya melalui penggunaan sistem
perdagangan otomatis berbasis algoritma yang dikenal sebagai expert advisor atau robot trading. Robot trading
merupakan bagian dari algorithmic trading, yaitu sistem yang dirancang untuk melakukan analisis dan
eksekusi transaksi secara otomatis berdasarkan parameter tertentu tanpa intervensi langsung dari pengguna.[1]
Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa robot trading merupakan perangkat lunak yang mampu melakukan
transaksi perdagangan secara otomatis sesuai algoritma yang telah diprogram sebelumnya. Teknologi ini
dipandang mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses masyarakat terhadap instrumen
investasi digital, serta mempercepat pengambilan keputusan investasi berbasis data. Seiring meningkatnya
penggunaan sistem perdagangan otomatis tersebut, regulator turut memberikan perhatian terhadap potensi
manfaat dan risiko yang ditimbulkannya, khususnya terkait stabilitas pasar dan perlindungan investor.[2]

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penyampaian Nasihat Berbasis
Teknologi Informasi, yang memberikan dasar hukum terhadap penggunaan sistem otomatis dalam layanan
penasihat berjangka, termasuk penggunaan algoritma otomatis dalam pemberian rekomendasi transaksi.
Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa negara mengakui penggunaan teknologi otomatis dalam kegiatan
perdagangan berjangka sekaligus berupaya mengatur praktiknya agar tetap berada dalam kerangka kepastian
hukum.[1]

Namun demikian, dalam praktiknya perjanjian antara penyedia layanan robot trading dan pengguna sebagai
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investor seringkali memuat klausula eksonerasi, yaitu klausul yang membatasi atau menghapus tanggung jawab
penyedia layanan atas kerugian yang timbul akibat penggunaan sistem tersebut. Klausula eksonerasi umumnya
dimasukkan dalam bentuk klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dan tidak memberikan ruang
negosiasi kepada konsumen.[3] Dalam konteks kontrak digital, praktik ini menimbulkan ketidakseimbangan
posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, terutama karena pengguna sering kali tidak memiliki
pemahaman teknis yang memadai mengenai risiko algoritma dan mekanisme perdagangan otomatis. Kajian
hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab
dalam kontrak baku berpotensi melemahkan asas keadilan dan asas keseimbangan dalam hubungan
kontraktual.[4]

Di sisi lain, sistem hukum perlindungan konsumen Indonesia secara tegas melarang pengalihan tanggung
jawab pelaku usaha melalui klausula baku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula
yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, dan ayat (3) menegaskan bahwa klausula tersebut dinyatakan
batal demi hukum. Ketentuan ini mencerminkan prinsip fundamental perlindungan konsumen yang bertujuan
melindungi pihak yang secara struktural lebih lemah dalam hubungan kontraktual.[5]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi konflik norma antara pengaturan sektoral perdagangan
berjangka yang membuka ruang pembatasan tanggung jawab dengan ketentuan undang-undang yang melarang
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan
berdasarkan Keberadaan ketentuan sektoral dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,
peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (asas lex superior
derogat legi inferiori). Oleh karena itu, diperlukan analisis normatif untuk menilai apakah klausula eksonerasi
dalam perjanjian robot trading sesuai dengan sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia atau justru
bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sehingga memengaruhi pada kedudukan dan
keberlakuannya dalam sistem hukum nasional.

Fenomena penerapan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak robot trading bukan hanya
bersifat teoritis, tetapi juga nyata dalam praktik, seperti yang terlihat pada beberapa kasus investasi berbasis
robot trading di Indonesia yang menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat. Pada situasi-situasi
tersebut, kontrak digital antara penyedia layanan dan pengguna mencakup syarat yang sepenuhnya
memindahkan risiko kerugian kepada investor, sehingga menimbulkan masalah hukum berkaitan dengan
kesesuaian ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pengalihan tanggung
jawab pelaku usaha.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu robot trading meskipun masing-masing memiliki fokus
yang berbeda. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ekuwi Vina dengan judul “Tinjauan Hukum
Pidana Terhadap Affiliator Robot Trading Ilegal DNA Pro Di Indonesia” Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa hukum pidana pada perdagangan ilegal robot afiliasi DNA PRO di Indonesia. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa praktik robot trading ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang
dengan kerugian yang signifikan.[6] Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Farah Fahmi Namakule dengan
judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading Di Indonesia
(Studi Kasus Pada Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti)” Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih bersifat terbatas serta bergantung pada penegakan
hukum represif.[7] Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putu Berliana Justicia Wijaya et al dengan judul
“Perlindungan Hukum Perdata Bagi Investor Terhadap Investasi Bodong Berbasis Teknologi Pada Kasus
Robot Trading Fahrenheit Di Indonesia” Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap
investor korban investasi berbasis teknologi dapat ditempuh melalui mekanisme wanprestasi maupun
perbuatan melawan hukum.[8]

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibadingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak
berfokus pada robot trading dari perspektif hukum pidana, investasi ilegal, serta perlindungan korban akibat
penipuan investasi digital, seperti penelitian mengenai afiliator robot trading ilegal dan perlindungan hukum
investor dalam kasus investasi bodong berbasis teknologi. Kajian tersebut memberikan kontribusi penting
terhadap aspek penegakan hukum, namun belum secara spesifik mengkaji klausula eksonerasi dalam perjanjian
robot trading sebagai objek analisis normatif yang diuji terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masih
terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus menelaah konflik norma antara regulasi sektoral
perdagangan berjangka dan hukum perlindungan konsumen dalam konteks penggunaan robot trading sebagai
instrumen investasi digital.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian yang sedang dilakukan saat ini dengan judul “Klausula
Eksonerasi Perjanjian Robot Trading dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”
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menitikberatkan pada pendekatan analisis normatif yang secara khusus menguji klausula eksonerasi dalam
perjanjian robot trading berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 dan menilainya dalam
perspektif sistem hukum perlindungan konsumen melalui analisis konflik norma, hierarki peraturan perundang-
undangan, serta asas lex superior derogat legi inferiori. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan
argumentasi hukum yang berlandaskan pada prinsip perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan efektivitas
penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum kontrak
digital dan harmonisasi regulasi di sektor investasi berbasis teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading
berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022, menilai kesesuaiannya dengan sistem hukum
perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta
mengkaji potensi pertentangan norma antara regulasi sektoral dan undang-undang berdasarkan asas hierarki
peraturan perundang-undangan guna memberikan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai
kedudukan dan keberlakuan klausula eksonerasi dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perkembangan penggunaan robot trading sebagai instrumen
investasi digital telah melahirkan praktik kontraktual baru yang memuat klausula eksonerasi, sementara di sisi
lain sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia secara tegas melarang pengalihan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik norma antara regulasi sektoral
perdagangan berjangka dan ketentuan hukum perlindungan konsumen yang lebih tinggi kedudukannya dalam
hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tanpa adanya kajian normatif yang komprehensif akan
muncul ketidakpastian hukum mengenai keabsahan klausula tersebut serta perlindungan hukum bagi investor
sebagai konsumen layanan digital, padahal kepastian dan konsistensi norma merupakan prinsip fundamental
dalam negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading berdasarkan Peraturan
Bappebti Nomor 12 Tahun 20227
2. Apakah klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading tersebut sesuai dengan sistem hukum
perlindungan konsumen di Indonesia?
Kategori SDGs: Sesuai ketentuan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 yaitu Peace,
Justice, and Strong Institutions.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan
menerapkan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Bappebti
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi.
Bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli yang mendukung
penelitian ini. Analisis dilakukan secara deduktif melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan
argumentatif untuk menilai kesesuaian norma serta mengidentifikasi konflik norma.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Robot Trading
Penggunaan sistem digital dalam aktivitas ekonomi modern telah melahirkan bentuk hubungan
kontraktual baru antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam layanan berbasis teknologi otomatis
seperti robot trading. Dalam hubungan tersebut, kontrak menjadi instrumen utama yang menentukan hak dan
kewajiban para pihak. Dalam praktik hukum bisnis kontemporer, kontrak standar atau perjanjian baku menjadi
bentuk yang dominan digunakan karena efisiensi dan kemudahan penerapan, namun penggunaan bentuk
kontrak ini sering menimbulkan persoalan hukum terutama ketika memuat klausula yang membatasi tanggung
jawab pelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kontrak baku dalam praktik bisnis modern
sering menimbulkan persoalan perlindungan konsumen akibat ketidakseimbangan kedudukan para pihak.[9]
Fenomena tersebut tidak hanya bersifat konseptual, melainkan telah terjadi dalam praktik. Salah satu
contoh nyata dapat dilihat dalam kasus platform robot trading DNA Pro di Indonesia yang menimbulkan
kerugian besar bagi investor. Dalam kasus tersebut, pengguna diwajibkan menyetujui perjanjian digital yang
memuat klausula pembatasan tanggung jawab sebelum menggunakan layanan. Ketika kerugian terjadi,
klausula tersebut digunakan sebagai dasar penolakan tanggung jawab oleh penyedia layanan. Peristiwa ini
Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed
under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright
holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not
comply with these terms is not permitted



4|Page

menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam kontrak digital tidak sekadar konstruksi teoritis, tetapi benar-
benar digunakan dalam praktik bisnis dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif
perlindungan konsumen.

Klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk klausula dalam kontrak yang berfungsi membatasi atau
mengalihkan tanggung jawab hukum dari pelaku usaha kepada pihak lain, umumnya konsumen. Klausula ini
lahir dari prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi
perjanjian, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hukum, ketertiban umum, dan
kesusilaan. Penelitian hukum mengenai klausula eksonerasi menegaskan bahwa ketentuan tersebut sering
digunakan pelaku usaha untuk mengurangi tanggung jawab terhadap risiko kerugian konsumen, sehingga
menimbulkan kebutuhan pengawasan hukum untuk menjamin keseimbangan hubungan kontraktual.[10]

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku
menjadi isu penting karena dapat berpotensi merugikan konsumen. Kajian akademik menunjukkan bahwa
penggunaan klausula semacam ini masih umum ditemukan dalam praktik, bahkan sering melanggar ketentuan
hukum yang melarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Studi normatif mengenai
eksistensi klausula eksonerasi menemukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan larangan klausula tersebut
sering terjadi dan menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum dengan pelaku
usaha.[11]

Secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan batasan terhadap penggunaan klausula yang
membatasi tanggung jawab pelaku usaha, khususnya melalui ketentuan yang melarang klausula pengalihan
tanggung jawab dalam perjanjian baku. Penelitian yang menganalisis perjanjian baku dalam konteks transaksi
digital menunjukkan bahwa klausula yang menolak tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan barang atau
penolakan pengembalian dana secara sepihak dapat bertentangan langsung dengan ketentuan hukum
perlindungan konsumen, schingga klausula tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah atau batal demi
hukum.[12]

Dalam praktik sektor jasa dan perdagangan modern, klausula eksonerasi tidak hanya ditemukan dalam
kontrak konvensional, tetapi juga dalam kontrak elektronik. Penelitian tentang penggunaan klausula eksonerasi
dalam perjanjian elektronik marketplace menunjukkan bahwa kedudukan pelaku usaha sebagai penyedia
platform memungkinkan pencantuman klausula yang dapat merugikan konsumen karena konsumen tidak
memiliki kesempatan untuk merundingkan isi kontrak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan
teknologi digital justru memperluas ruang penggunaan klausula eksonerasi dalam hubungan hukum berbasis
teknologi. Selain itu, penelitian mengenai keberlakuan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit
menunjukkan bahwa keberadaan klausula tersebut harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan
kontraktual dan perlindungan konsumen. Analisis terhadap praktik perjanjian kredit di Indonesia menunjukkan
bahwa klausula pembatasan tanggung jawab tidak selalu dapat dibenarkan secara hukum apabila bertentangan
dengan prinsip keadilan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.[13]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan klausula eksonerasi pada dasarnya
merupakan isu hukum kontrak yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan keseimbangan
hubungan hukum antara para pihak. Dalam konteks robot trading, permasalahan ini menjadi lebih kompleks
karena hubungan kontraktual melibatkan sistem teknologi otomatis yang memiliki karakteristik risiko berbeda
dibandingkan kontrak konvensional. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan klausula eksonerasi dalam
perjanjian robot trading harus dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab
penyedia layanan, asas hukum kontrak, serta prinsip perlindungan konsumen dalam sistem hukum nasional.

B. Kesesuaian Klausula Eksonerasi dengan Hukum Perlindungan Konsumen

Salah satu prinsip utama dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah memastikan adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, agar posisi konsumen yang secara hukum
dan ekonomis lebih lemabh tetap terlindungi. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dengan tegas melarang pencantuman klausula yang mengalihkan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen, dan menyatakan bahwa klausula semacam itu dapat dinyatakan batal demi
hukum apabila bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Penelitian normatif yang menelaah
perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam berbagai konteks kontrak menunjukkan bahwa
keberadaan klausula pembatasan tanggung jawab sering kali dinilai tidak konsisten dengan prinsip
perlindungan konsumen, karena berpotensi menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas
kerugian yang dialami.[14]

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, larangan terhadap klausula pengalihan tanggung jawab
tersebut bukanlah semata-mata aspiratif, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam upaya menegakkan asas
keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen dalam hubungan hukum. Studi empiris pada berbagai jenis

layanan menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang bersifat sepihak dan tidak memberikan ruang negosiasi
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kepada konsumen seringkali dinyatakan bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen karena
mengakibatkan konsumen kehilangan hak atas pemulihan kerugian. Hal ini konsisten dengan teori
perlindungan konsumen yang menekankan bahwa klausula yang tidak adil atau memberatkan satu pihak dapat
digolongkan sebagai klausula tidak sah atau tidak adil dalam hukum kontrak.[15]

Penelitian lain yang mengkaji pengaruh klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menunjukkan bahwa
keberadaan klausula tersebut sering menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang secara hukum,
terutama bila klausula tersebut membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara berlebihan bahkan terhadap
risiko yang seharusnya berada di luar kendali konsumen. Dalam konteks ini, peneliti menilai bahwa klausula
eksonerasi yang tidak memperhatikan prinsip perlindungan konsumen bertentangan dengan tujuan utama
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, klausula semacam itu dapat dikesampingkan demi
hukum apabila terbukti melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan.[16]

Lebih jauh, kajian normatif terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam kontrak digital
memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks transaksi elektronik harus
mengacu pada asas perlindungan konsumen yang kuat, yang tidak hanya terpaku pada tekstual peraturan, tetapi
juga pada interpretasi hukum yang menjamin akses konsumen terhadap kepastian hukum dan pemulihan
kerugian. Dalam hal ini, studi akademik menegaskan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian elektronik
yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen layak dipertimbangkan sebagai
klausula yang bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen apabila menimbulkan
ketidakseimbangan kontraktual secara substansial.[17]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian, termasuk
dalam konteks teknologi atau kontrak digital, perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan perlindungan
konsumen yang berlaku. Ketentuan hukum yang melarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada
konsumen menjadi dasar kuat bahwa klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen dapat dinyatakan tidak
sah atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan konsumen. Oleh karena
itu, pengujian normatif terhadap klausula eksonerasi penting dilakukan untuk memastikan perlindungan
konsumen tetap terjaga tanpa mengorbankan kepastian hukum yang harus diberikan oleh sistem hukum
nasional.[17]

C. Analisis Konflik Norma dan Kedudukan Hukum Klausula Eksonerasi

Konflik norma merupakan kondisi ketika dua atau lebih ketentuan hukum mengatur objek yang sama
namun memiliki substansi pengaturan yang berbeda atau saling bertentangan sehingga tidak dapat diterapkan
secara bersamaan. Dalam teori hukum, konflik norma menyebabkan hanya satu norma yang dapat
diberlakukan, sedangkan norma lainnya harus dikesampingkan demi menjaga konsistensi sistem hukum.
Penelitian tentang konflik norma dalam regulasi menunjukkan bahwa situasi tersebut terjadi ketika terdapat
dua aturan yang sama-sama berlaku tetapi memberikan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap objek
pengaturan yang sama.

Dalam sistem hukum Indonesia, konflik norma tidak hanya terjadi secara vertikal antara peraturan yang
berbeda tingkatannya, tetapi juga dapat terjadi secara horizontal antarperaturan setingkat maupun konflik
internal dalam satu regulasi. Kajian akademik mengenai dinamika konflik norma menjelaskan bahwa hubungan
antar norma hukum dalam suatu sistem dapat dipahami sebagai relasi superordinasi dan subordinasi, sehingga
konflik norma dapat muncul karena perbedaan tingkatan norma, perbedaan waktu pembentukan, maupun
perbedaan ruang lingkup pengaturan.

Teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum
tersusun secara berjenjang di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih
tinggi. Dalam konteks Indonesia, hierarki tersebut menempatkan Undang-Undang di atas peraturan pelaksana
seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan lembaga. Penelitian mengenai kedudukan
peraturan daerah dalam hierarki hukum menegaskan bahwa peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena setiap norma memperoleh legitimasi dari
norma di atasnya.[18] Untuk memperjelas bentuk pertentangan norma antara regulasi sektoral dan undang-
undang, analisis berikut disajikan dalam bentuk tabel komparatif guna menunjukkan perbedaan substansi
pengaturan, kedudukan norma, serta implikasi yuridis terhadap keberlakuan klausula eksonerasi dalam
perjanjian robot trading pada tabel 1.
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Tabel 1. Perbandingan Konflik Norma Klausula Eksonerasi

No. Aspek Perbandingan Regulasi Sektoral Undang-Undang Analisis Konflik
(Peraturan Bappebti Perlindungan
No. 12 Tahun 2022) Konsumen No. 8
Tahun 1999
1.  Kedudukan Norma Peraturan lembaga Undang-Undang Uu memiliki
(peraturan pelaksana) kedudukan lebih
tinggi dalam
hierarki norma
2. Tujuan Pengaturan Mengatur layanan Melindungi hak Tujuan  berbeda
berbasis teknologi  konsumen dalam tetapi objek sama:
perdagangan berjangka  hubungan hukum hubungan pelaku
dengan pelaku usaha  usaha—konsumen
3. Pengaturan Tanggung Memungkinkan Melarang pengalihan Terjadi
Jawab pembatasan tanggung tanggung jawab  pertentangan
jawab dengan syarat pelaku usaha substansi norma
transparansi
4.  Kedudukan Klausula Dapat digunakan Dilarang apabila Norma  sektoral
Eksonerasi sepanjang mengalihkan berpotensi
diinformasikan tanggung jawab bertentangan
dengan norma
undang-undang
5. Perlindungan Konsumen Bersifat administratif Bersifat  imperatif Norma
dan sektoral dan umum perlindungan
konsumen  lebih
kuat secara yuridis
6. Prinsip Hukum yang Kepastian transaksi dan Keadilan kontraktual Konflik  prinsip
Berlaku efisiensi sistem dan  perlindungan regulatif
pihak lemah
7. Penyelesaian Konflik Tidak diatur eksplisit Diatur melalui sistem Berlaku asas /ex
hierarki peraturan superior  derogat
legi inferiori
8. Konsekuensi Yuridis Klausula dapat Klausula batal demi Norma UU harus
dianggap sah menurut hukum jika  diutamakan
regulasi teknis melanggar UU
9.  Kesimpulan Analisis Validitas terbatas Invaliditas normatif Klausula harus
secara sektoral secara hierarkis diuji  berdasarkan
uu

Untuk memperjelas bentuk klausula eksonerasi yang dimaksud dalam Tabel 1, perlu ditegaskan bahwa
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit mengatur larangan
pencantuman klausula eksonerasi dalam Pasal 18. Ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 18 ayat (1) huruf
a yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha; huruf b yang melarang klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen; huruf ¢ yang melarang klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha
berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli konsumen;
huruf g yang melarang klausula yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan,
lanjutan, atau perubahan sepihak yang dibuat pelaku usaha selama konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya; serta huruf h yang melarang klausula yang memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk
membebankan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli secara angsuran oleh
konsumen. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku
usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan batal demi hukum.[11]

Dalam praktik perjanjian robot trading, klausula eksonerasi umumnya dituangkan dalam syarat dan
ketentuan penggunaan (terms and conditions) yang harus disetujui pengguna sebelum mengakses layanan.
Contoh klausula yang lazim digunakan antara lain: “Penyedia layanan tidak bertanggung jawab atas segala

kerugian, kehilangan dana, penurunan nilai investasi, kegagalan transaksi, atau kerusakan sistem yang timbul
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akibat penggunaan robot trading, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan algoritma, gangguan jaringan,
volatilitas pasar, maupun keputusan investasi pengguna. Seluruh risiko penggunaan layanan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pengguna.” Klausula semacam ini pada substansinya mengalihkan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen sehingga termasuk kategori klausula eksonerasi sebagaimana dilarang dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila klausula tersebut mengakibatkan
hilangnya hak konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian penyedia layanan, maka
berdasarkan Pasal 18 ayat (3) klausula tersebut berpotensi dinyatakan batal demi hukum.[19]

Sementara itu, Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penyampaian
Nasihat Berbasis Teknologi Informasi tidak menggunakan istilah “klausula eksonerasi” secara eksplisit.
Namun, ketentuan dalam peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara layanan berbasis teknologi untuk
menyampaikan informasi mengenai karakteristik layanan, risiko penggunaan sistem, keterbatasan algoritma,
serta syarat dan ketentuan penggunaan secara jelas dan transparan kepada nasabah. Kewajiban transparansi
tersebut pada praktiknya menjadi dasar bagi penyelenggara untuk mencantumkan klausula pembatasan
tanggung jawab atas risiko yang melekat pada penggunaan sistem otomatis, sepanjang risiko tersebut telah
diungkapkan kepada pengguna. Oleh karena itu, ruang yang diberikan oleh Peraturan Bappebti lebih tepat
dipahami sebagai pembatasan tanggung jawab yang bersifat sektoral dan administratif, bukan sebagai
pembebasan tanggung jawab secara mutlak. Di sinilah letak potensi konflik norma dengan Pasal 18 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen apabila klausula tersebut pada substansinya mengalihkan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen.[5]

Oleh karena itu, terlihat bahwa konflik norma terjadi secara vertikal karena peraturan sektoral
memberikan ruang pembatasan tanggung jawab, sedangkan undang-undang melarangnya secara tegas. Oleh
karena itu, berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam undang-undang harus
didahulukan sehingga klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen berpotensi dinyatakan batal demi hukum. Salah satu asas utama untuk menyelesaikan konflik norma
adalah asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih
tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan. Studi
mengenai penerapan asas ini dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa norma dengan tingkat lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi karena sistem hukum mengenal jenjang norma
yang bersifat hierarkis. Selain asas lex superior, doktrin hukum juga mengenal asas lex specialis derogat legi
generali dan lex posterior derogat legi priori sebagai mekanisme penyelesaian konflik norma. Penelitian
mengenai penerapan asas konflik norma dalam regulasi menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dapat
dilakukan melalui penemuan hukum berdasarkan asas-asas tersebut, yaitu memilih norma yang lebih tinggi,
norma yang lebih khusus, atau norma yang lebih baru sebagai norma yang harus diberlakukan.[20]

Konflik norma sering kali muncul akibat lemahnya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Kajian mengenai harmonisasi regulasi menegaskan bahwa harmonisasi merupakan upaya sistematis untuk
menyelaraskan norma hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan antarperaturan. Tanpa
harmonisasi yang baik, sistem hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakefektifan
kebijakan, serta ketidakadilan dalam penerapannya.[21] Permasalahan konflik norma juga dapat disebabkan
oleh kelemahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti rendahnya kualitas
legislasi, kurangnya partisipasi publik, atau tidak adanya kajian akademik yang memadai sebelum suatu
peraturan ditetapkan. Penelitian tentang pembentukan undang-undang di Indonesia menunjukkan bahwa
konflik kepentingan dalam proses legislasi dapat memicu lahirnya regulasi yang bertentangan dengan norma
yang lebih tinggi sehingga memperbesar potensi konflik norma dalam sistem hukum.[22]

Berdasarkan perspektif tersebut, keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading perlu
dianalisis dengan pendekatan konflik norma apabila terdapat perbedaan substansi antara regulasi sektoral dan
undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen. Apabila terbukti terdapat pertentangan norma, maka
penentuan keberlakuan klausula harus didasarkan pada asas hierarki peraturan perundang-undangan serta
prinsip penyelesaian konflik norma agar tercapai kepastian hukum dan konsistensi sistem hukum nasional.
Dengan demikian, analisis konflik norma menjadi instrumen penting untuk menentukan kedudukan hukum
klausula eksonerasi dalam sistem hukum Indonesia.

D. Implikasi Hukum dan Argumentasi Normatif

Implikasi hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul dari penerapan suatu norma hukum terhadap
peristiwa konkret. Dalam konteks klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading, implikasi hukum
berkaitan langsung dengan keabsahan klausula tersebut dalam perspektif sistem hukum perlindungan
konsumen. Kajian hukum menunjukkan bahwa keberlakuan klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku
usaha harus dinilai tidak hanya berdasarkan kesepakatan para pihak, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas keadilan kontraktual. Penelitian mengenai
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penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menegaskan bahwa klausula yang melanggar prinsip
perlindungan konsumen dapat dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan norma hukum yang bersifat
imperatif.[19]

Implikasi hukum pertama berkaitan dengan kedudukan klausula eksonerasi terhadap konsumen sebagai
pihak yang dilindungi hukum. Dalam hubungan kontraktual, konsumen pada umumnya berada dalam posisi
yang lebih lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian. Penelitian tentang
ketidakseimbangan posisi para pihak dalam kontrak baku menunjukkan bahwa klausula pembatasan tanggung
jawab berpotensi menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat
penggunaan produk atau jasa. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen berfungsi sebagai instrumen
korektif untuk menyeimbangkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.[18]

Implikasi hukum kedua menyangkut tanggung jawab pelaku usaha. Dalam teori tanggung jawab hukum,
pelaku usaha tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari tanggung jawab atas produk atau layanan yang
diberikan, terutama apabila kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan layanan.
Kajian akademik mengenai tanggung jawab pelaku usaha menunjukkan bahwa klausula yang secara sepihak
menghapus tanggung jawab pelaku usaha dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian
hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab secara mutlak.[10]

Implikasi hukum berikutnya berkaitan dengan kepastian hukum dalam sistem regulasi. Ketika terdapat
potensi konflik antara peraturan sektoral dan undang-undang, maka keberlakuan norma harus ditentukan
berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai konflik norma menunjukkan
bahwa penerapan asas lex superior derogat legi inferiori merupakan mekanisme penting untuk menjaga
konsistensi sistem hukum dan memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan
norma yang lebih tinggi. Tanpa penerapan asas tersebut, sistem hukum berisiko mengalami inkonsistensi yang
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.[20]

Selain itu, implikasi hukum juga berkaitan dengan tanggung jawab regulator dalam memastikan
harmonisasi peraturan. Penelitian mengenai harmonisasi regulasi menegaskan bahwa sinkronisasi peraturan
perundang-undangan merupakan prasyarat penting bagi terciptanya sistem hukum yang efektif dan konsisten.
Ketidakharmonisan norma dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan hukum serta membuka peluang
interpretasi yang berbeda-beda, sehingga merugikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu,
regulator memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peraturan yang diterbitkan selaras dengan undang-
undang dan tidak menimbulkan konflik norma.[21]

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, argumentasi normatif penelitian ini menegaskan bahwa keberlakuan
klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading harus ditentukan melalui pengujian kesesuaiannya dengan
prinsip perlindungan konsumen dan hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila klausula tersebut terbukti
mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen secara sepihak, maka secara normatif klausula
tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dengan demikian, analisis implikasi hukum tidak
hanya berfungsi untuk menilai validitas klausula, tetapi juga untuk memastikan bahwa penerapan hukum tetap
selaras dengan tujuan utama sistem hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

IV. KESIMPULAN

Klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading merupakan bentuk pembatasan tanggung jawab pelaku
usaha yang secara terbatas dapat diakui dalam regulasi sektoral sepanjang memenuhi prinsip transparansi.
Namun dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, klausula yang secara sepihak mengalihkan tanggung
jawab kepada konsumen berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila
terjadi konflik antara regulasi sektoral dan undang-undang, maka penentuan keberlakuan klausula harus
didasarkan pada asas hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya asas lex superior derogat legi
inferiori. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang melanggar ketentuan undang-undang dapat dinyatakan
batal demi hukum, sehingga pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Hal ini
menegaskan bahwa keberlakuan klausula tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi harus
tunduk pada sistem hukum nasional yang menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum.
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